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ABSTRACT

The Spatial Plan (RTRW) serves as a crucial instrument in managing
spatial utilization to establish a harmonious and sustainable spatial structure. As
a growing city, Pematangsiantar faces dynamic development pressures that often
result in land-use changes misaligned with the prevailing spatial regulations. This
study aims to evaluate the process of enacting the Ministerial Regulation of
Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency No. 4 of 2024, issued due to a
legislative impasse in revising the regional regulation on Pematangsiantar’s
RTRW. In addition, the study analyzes the compatibility between existing land use
and the spatial pattern outlined in the RTRW, and identifies the causes, impacts,
and potential solutions to spatial mismatches.

A mixed-methods approach was employed, combining the statute approach
to examine the legal process, spatial analysis to evaluate land-use conformity,
and a descriptive approach to explore causal factors, consequences, and
corrective strategies.

The findings show that the Ministerial Regulation was a central government
initiative to ensure continuity in spatial planning amid a local regulatory
deadlock. Spatial analysis revealed that 5,528.311 hectares (72.88%) of land use
are aligned with the RTRW, while 2,057.48 hectares (27.12%) are not. Factors
contributing to these mismatches include population growth, limited public
awareness of spatial planning, data acquisition techniques, and human errors
during document preparation. Consequences of non-conformity include
misinterpretation of spatial recommendations, environmental degradation, and
legal sanctions. Solutions proposed include adjusting spatial recommendations
based on existing land use and impact analysis, enhancing public awareness
through outreach, periodic RTRW revisions, and enforcing spatial planning
regulations more strictly. This study is expected to serve as a reference for local
policymakers in improving spatial governance and achieving effective and
sustainable spatial planning in Pematangsiantar City.

Keywords: Regional Spatial Plan, Existing Land Use, Spatial Pattern
Conformity
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BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, penataan ruang wilayah menjadi isu yang mendapat
perhatian bagi berbagai kalangan. Pembangunan yang tidak direncanakan
dengan baik sering menimbulkan dampak seperti kerusakan lingkungan,
kemacetan, ketimpangan sosial dan penggunaan lahan yang tidak optimal.
Dalam Undang-Undang penataan ruang dijelaskan bahwa pelaksanaan
pembangunan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan (Mokodongan dkk.,
2019). Seiring dengan bertambahnya pertumbuhan jumlah penduduk dan
perkembangan ekonomi perencanaan tata ruang wilayah menjadi sangat
penting untuk memastikan bahwa ruang pada suatu wilayah digunakan secara

efisien dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, rencana tata ruang merupakan hasil dari proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaataan ruang. Dijelaskan
juga bahwa, rencana tata ruang umum terdiri dari perangkat penataan ruang
wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan administrasi wilayah, dan
terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah nasional, Rencana Tata Ruang
Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah regional dan Rencana Tata Ruang
Wilayah rinci. Dalam konteks kekinian, perencanaan wilayah digambarkan
dalam bentuk perencanaan tata ruang pada tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten kota, atau perencanaan tata ruang yang lebih rinci untuk wilayah
tertentu (Sutaryono dkk., 2020). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota merupakan sebuah perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari
wilayah suatu kota. Melihat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, Pemerintah memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah tersebut
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yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengawasan
penataan ruang. Penataan ruang terdiri dari komponen ekosistem dan
komponen sistem sosial, yang saling berhubungan satu sama lain

(Wiryananda dkk., 2020).

Kehadiran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat berfungsi
sebagai pedoman dalam memberikan arah yang jelas dalam pengembangan
wilayah, sehingga dapat mengurangi potensi konflik penggunaan lahan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. RTRW menjadi hal yang penting
maka setiap wilayah daerah harus mempunyai aturan yang akan menjadi
pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan
pembangunan (Yacob dkk., 2024). RTRW juga berkontribusi besar dalam
mengatur keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian
lingkungan hidup. Dengan demikian, penyusunan RTRW berdasarkan
prinsip-prinsip tata ruang yang adil, merata, dan berkelanjutan akan
membantu mewujudkan pembangunan yang komprehensif dan ramah

lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota merupakan suatu dokumen
yang berisikan pembahasan mengenai tujuan, kebijakan, dan langkah langkah
untuk penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah
kota, penetapan kawasan strategis, pedoman pemanfaatan, ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan penataan ruang sebuah
wilayah kota. Penataan ruang adalah rumusan sistemik bagi sektor-sektor
dalam suatu wilayah (Madaul & Ibal, 2023). Menurut Saleh & Hanafi (2015)
terdapat 3 (tiga) urgensi dalam penataan ruang: yaitu (a) optimalisasi
pemanfaatan sumber daya (prinsip produktifitas dan efisiensi); (b) alat dan
wujud distribusi sumber daya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan
keadilan); dan (c) keberlanjutan (prinsip sustainability). Oleh karena itu,
penataan ruang berfungsi sebagai alat perencanaan daerah yang dapat
membuat rencana terintergrasi, komprehensif, dan holistik serta memantau

dan menilai hasi pembangunan (Hakim dkk., 2021).



Kota Pematangsiantar terletak di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki
tugas penting pada segi administratif dan juga perekonomian.
Pematangsiantar mengalami perkembangan terus menerus setiap tahunnya
baik dari segi jumlah penduduk, kegiatan ekonomi serta pembangunan
infrastruktur. Pematangsiantar adalah kota yang berkembang, yang telah
banyak mengalami peningkatan yang pesat dalam intensitas aktifitasi sosial
ekonomi seiring dengan kemajuan ekonomi yang telah terjadi (Harahap &

Modifa, 2021).

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2012-
2032 merupakan dasar yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan
pembangunan wilayah Kota Pematangsiantar. Tujuan utama dari RTRW
Kota Pematangsiantar yaitu sebagai dasar untuk memberikan arah untuk
pengembangan dan pemanfaatan ruang Kota Pematangsiantar sehingga lebih
terstruktur dan sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang. Dalam hal
perencanaan tata ruang suatu wilayah perubahan dan perkembangan yang

terjadi di suatu daerah yang berupa pertumbuhan wilayah harus diperhatikan

(Faahakhododo dkk., 2023).

Pada awal penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pematangsiantar materi yang dimuat dalam rencana tata ruang tersebut
mendasarkan pada kondisi Pematangsiantar sebelum tahun 2012.
Bertambahnya jumlah penduduk serta adanya dinamika pembangunan di
Kota Pematangsiantar menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara
peraturan perundang-undangan dengan penggunaan lahan eksisting.
Permasalahan yang sering terjadi di daerah dan sekitarnya adalah
ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan perubahan lahan yang sangat
dinamis (Suprayogi & Rochani, 2022). Pencemaran lingkungan, ketimpangan
sosial, penyalahgunaan ruang publik, konflik pembangunan infrastruktur
merupakan beberapa contoh dampak negatif yang timbul apabila terdapat

ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan kondisi di lapangan.



Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, disebutkan bahwa setiap 5
(lima) tahun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dilakukan evaluasi
dan revisi kembali dikarenakan adanya pembangunan dan perkembangan
wilayah yang semakin maju. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor
1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pematangsiantar Tahun 2012-2032 juga menyebutkan bahwa RTRW Kota
Pematangsiantar berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali. Setelah penyusunan dokumen RTRW
tugas pemerintah dalam rangka melakukan penataan ruang belum selesai
dikarenakan pemerintah masih harus melaksanaan peninjauan kembali serta
revisi RTRW dikarenakan pembangunan daerah yang terus berjalan. Dengan
adanya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut maka dinamika
pembangunan yang terjadi pada daerah di masa sekarang dan masa depan

dapat diakomodir dengan baik (Ardiansyah dkk., 2022).

Tidak kunjung adanya revisi terhadap RTRW Kota Pematangsiantar
dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan pembangunan dalam rangka
penataan ruang di berbagai wilayah Kota Pematangsiantar. Adanya
ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan penggunaan lahan eksisting
dapat menyebabkan permasalahan seperti terhambatnya pemberian izin dalam
rangka pembangunan di Kota Pematangsiantar. Kebijakan RTRW yang
menjadi dasar dalam pembangunan daerah harus sesuai dengan keadaan di
lapangan (Wulandari dkk., 2024). Oleh karena itu, perlu diadakan revisi
terhadap muatan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar
Tahun 2012-2032 agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.

Anjarwati & Tauran (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa

dengan adanya kebijakan RTRW membuat masyarakat menjadi lebih peduli
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terhadap lingkungan terutama saat akan melakukan sebuah pembangunan.
Bertambahnya jumlah penduduk serta pembangunan yang terus berjalan
menyebabkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun
2012-2032 sudah tidak relevan terhadap keadaan di lapangan. Revisi
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2012-
2032 sudah diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar. Namun,
adanya ketidaksepahaman dan ketidaksepakatan antara Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar menyebabkan
terjadinya deadlock terhadap revisi muatan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Pematangsiantar. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten,
Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang disebutkan bahwa dalam hal
rancangan peraturan kepala daerah belum di tetapkan maka Kementerian
ATR/BPN menyiapkan konsep rancangan peraturan Menteri yang memuat
penetapan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala
daerah. Akibat dari adanya deadlock tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Pematangsiantar ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Pematangsiantar dibentuk dengan tujuan menggantikan Peraturan Daerah
Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032. Sebagaimana
disampaikan oleh Saraswati (2013) bahwa Peraturan Menteri harus diakui
dan dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan daerah, dengan alasan
Peraturan Menteri merupakan peraturan yang diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat, di samping itu Peraturan Menteri

merupakan jenis peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat karena
5



Menteri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. Meskipun demikian, Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar sampai saat ini belum
ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Pematangsiantar ke dalam bentuk
peraturan daerah. Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, menyadari
bagaimana Peraturan Menteri dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah
dan urgensi pentingnya kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah suatu
daerah dengan kondisi di lapangan, maka penulis tertarik mengangkat
permasalahan ini dalam satu penelitian berjudul “Evaluasi Proses Penetapan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2024 dan Muatan Pola Ruang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Pematangsiantar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat
beberapa masalah yang dirumuskan oleh peneliti yang bertujuan untuk
menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian. Berikut masalah yang

dirumuskan oleh peneliti:

1. Bagaimana proses penetapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar ?

2. Bagaimana kesesuaian penggunaan lahan eksisting dengan pola ruang
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2024 ?

3. Apa faktor penyebab, dampak, dan solusi terhadap ketidaksesuaian antara
penggunaan lahan eksisting dengan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pematangsiantar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 ?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki

tujuan sebagai berikut:

a.

Mengetahui proses penetapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar ;
Mengetahui kesesuaian penggunaan lahan eksisting dengan pola ruang
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar
berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 ; dan

Mengetahui  faktor penyebab, dampak, dan solusi terhadap
ketidaksesuaian antara penggunaan lahan eksisting dengan pola ruang
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar
berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun kegunaan

baik secara akademis maupun praktis:

a.

Manfaat akademis yaitu peneliti berharap penelitian ini dapat
menambah kajian literatur serta dapat digunakan sebagai pembanding
dalam penelitian yang berkaitan dengan kesesuaian pola ruang
terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah suatu daerah.

Manfaat praktis yaitu dapat dijadikan refrensi bagi Pemerintah Daerah
dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
atau stakeholder dalam mengambil serta menyusun kebijakan yang

berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Pematangsiantar sebagai berikut :

a. Penetapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pematangsiantar dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan
revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar
Tahun 2012-2032.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar belum ditetapkan ke
dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar dikarenakan adanya
perbedaan luas Kota Pematangsiantar berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar dengan luas Kota Pematangsiantar
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2022
tentang Batas Daerah Kabupaten Simalungun Dengan Kota

Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara seluas + 400 Ha.

c. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pematangsiantar sampai saat ini belum ditetapkan oleh Wali

Kota Pematangsiantar.

d. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024, apabila Peraturan Daerah Kota
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Pematangsiantar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Pematangsiantar belum ditetapkan oleh Wali Kota Pematangsiantar
dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar
sampai batas waktu yang ditentukan (paling lama lima belas hari),
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri menjadi acuan pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

e. Sampai saat ini Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pematangsiantar digunakan sebagai acuan dalam kegiatan
pemanfaatan ruang dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota

Pematangsiantar.

2. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian penggunaan lahan eksisting Kota
Pematangsiantar terhadap arahan pola ruang yang termuat dalam muatan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2024, diperoleh

hasil kesesuaian sebesar 5.528,31 Ha dan ketidaksesuaian sebesar 2.057 Ha.

3. Faktor penyebab, dampak, dan solusi terhadap ketidaksesuaian antara
penggunaan lahan eksisting dengan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pematangsiantar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 sebagai
berikut :

a. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara
penggunaan lahan eksisting dengan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pematangsiantar di antaranya adalah pertambahan
penduduk yang berdampak pada kebutuhan akan tempat tinggal,
minimnya pengetahuan masyarakat terhadap makna penataan ruang,
teknik perolehan data dan human error dalam pembuatan dokumen

Rencana Tata Ruang Wilayah.
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b. Dampak yang dapat terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara
penggunaan lahan eksisting dengan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah di antaranya adalah terjadinya multitafsir dalam pemberian
rekomendasi pemanfaatan ruang, terjadi kerusakan lingkungan, pengenaan

sanksi pelanggaran.

c. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian
antara penggunaan lahan eksisting dengan pola ruang dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah diantaranya adalah pemberian rekomendasi pemanfaatan
ruang dengan memperhatikan penggunaan lahan eksisting dan dampak
terhadap pemanfaatan ruang, sosialisasi tentang penataan ruang kepada
masyarakat, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara berkala,
Pengawasan dan penegakan peraturan pelaksanaan penataan ruang yang

ketat.

B. Rekomendasi

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mampu memberikan sesuatu
yang berguna ataupun manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi
atau lembaga, serta berbagai pihak yang berkatian dengan penelitian ini. Setelah
peneliti menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab ini peneliti
mengemukakan rekomendasi yang dapat diberikan sesuai dengan hasil
pengamatan dan pembahasan pada skripsi ini. Adapun rekomendasi yang dapat

peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya kolaborasi dan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DRPD) dan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menyelesaikan
permasalahan terkait adanya selisih luas Kota Pematangsiantar menurut
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2024 dengan luas
Kota Pematangsiantar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
119 Tahun 2022. Untuk mencapai hal ini, proses ini harus melibatkan
Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Pemerintah Kabupaten Simalungun

dalam melaksanakan survei lapang penetapan batas administrasi antara Kota
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Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Penetapan batas administrasi ini
penting dilakukan untuk memastikan batas administrasi antara Kota

Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.

. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar
dalam melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap RTRW yang tidak
sesuai dengan penggunaan lahan eksisting. Tinjauan ulang ini penting untuk
memastikan bahwa revisi RTRW Kota Pematangsiantar selaras dengan
penggunaan lahan eksisting, sehingga tidak akan menimbulkan multitafsir

dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang.

Pengawasan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang sebaiknya
dilakukan dengan cermat, memperhatikan penggunaan lahan eksisting, dan
mengacu secara ketat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang, Kantor Pertanahan serta masyarakat sangat penting untuk

melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.
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